
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

  NOMOR   3   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA 
PENEMPATAN UANG DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan 
rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung 

uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, 
dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk 
bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk 
melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara 

pengeluaran SKPD; 
 

c. bahwa ketentuan pembukaan rekening pada bendahara 
pengeluaran pembantu belum diatur sehingga perlu 

melakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan 
Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan 
Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

SALINAN 



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 
 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 

46, Seri A, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 61); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2016 Nomor 5); 

 
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan 

Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2013 Nomor 21); 

 
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

 
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penatausahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 62); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI REMBANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG 
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA 

PENEMPATAN UANG DAERAH. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 

21 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan Pengoperasian 
Rekening serta Penempatan Uang Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagai 
berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Rembang. 
 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
 



 

 
4. Perbendaharaan Daerah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, 
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan 

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

 

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 

 
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
 

8. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang 

diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 
 
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. 
 

10. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Rembang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

 
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

 
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

 
13. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
 

14. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 
menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 
unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 



 

16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum 
Daerah. 

 
17. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan 

kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. 
 

18. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup 
pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk 
menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas 

secara optimal. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

(1) Untuk menampung uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan 

uang persediaan dan uang langsung honorarium pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, pengguna anggaran membuka rekening pada bank 

umum. 
 

(2) Untuk menampung limpahan tambahan uang persediaan dan uang 
langsung honorarium dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada unit 
kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran 

membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum. 
 

(3) Untuk mengelola uang persediaan ganti uang persediaan, tambahan 
uang persediaan dan uang langsung honorarium yang harus 

dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran. 

 
(4) Untuk mengelola limpahan tambahan uang persediaan dan uang 

langsung honorarium yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran 

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran. 
 

(5) Dalam rangka Pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat 
memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening 

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 

 
(1) Untuk membuka rekening pengeluaran, Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati 
melalui Bendahara Umum Daerah. 

 
(2) Pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimuat dalam perjanjian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 

Bank Umum yang ditunjuk. 
 

(3) Rekening Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran. 

 



(4) Rekening Pengeluaran pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. 

 
(5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing hanya 

diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran. 
 

(6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis 
diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran guna menampung 
dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(7) Setiap penarikan uang dari rekening pengeluaran pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan 

persetujuan Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi pelimpahan 
kewenangan. 

 

(8) Setiap penarikan uang dari rekening pengeluaran pada Unit Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran. 
 

(9) Penutupan Rekening Pengeluaran dilakukan jika terjadi perubahan, 
penggabungan dan pembubaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
adanya penunjukan bank lain, terjadinya perselisihan atau berakhirnya 

masa perjanjian. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rembang. 

 
Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 02 Januari 2019 
 
BUPATI REMBANG, 

 
ttd 

 
ABDUL HAFIDZ 

 
 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 02 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

 
              ttd 
 

           SUBAKTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 3 



 
 


